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ABSTRAK  

 

Hayatul Hikmah Johan, 15043079/2015. “Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran,  Akuntansi Pertanggungjawaban dan Latar Belakang 

Pendidikan Terhadap Kinerja Manajerial di Satuan Kerja 

Kementerian  Perindustrian Padang”. Skripsi. Padang; Jurusan 

Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. 

Pembimbing : Dr. Efrizal Syofyan, SE, M. Si, CA, Ak 

Penelitian ini bertujuan 1) Sejauh mana  kejelasan sasaran anggaran berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial. 2) Sejauh mana akuntansi pertanggungjawaban 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 3) Sejauh mana latar belakang pendidikan 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial  dan 4) Sejauh mana kejelasan sasaran 

anggaran,  akuntansi pertanggungjawaban dan latar belakang pendidikan berpengaruh 

secara simultan terhadap kinerja manajerial. Desain penelitian Desain Kausalitas. 

populasi dari  penelitian ini  35 orang dan sampel 35 orang. Data yang digunakan 

adalah 1) primer, 2) Data sekunder. Hasil penetitian ditemukan 1) Nilai  t hitung 

2.771  dan nilai  (sig = 0,009< 0,05), maka variabel kejelasan sasaran anggaran 

berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 2) Nilai  t hitung 5.593   dan nilai  (sig = 

0,000< 0,05), maka variabel akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial. 3)  Nilai  t hitung 2.647 dan nilai  (sig = 0,012< 0,05), maka 

variabel latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dan 4)  

Berdasarkan uji F diketahui bahwa nilai F hitung 723.770 dengan nilai signifikansi 

sebesar 0,000 (p<0,05).  Hal ini berarti secara bersama-sama variabel Kejelasan 

Sasaran Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban dan Latar Belakang Pendidikan 

Berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian 

Padang. 

 

Kata Kunci : Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntansi Pertanggungjawaban,  

Latar Belakang Pendidikan dan Kinerja Manajerial 
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pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan 
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BAB I 

 PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Pemerintah daerah adalah suatu lembaga yang menjalankan roda 

pemerintahan dimana sumber kepercayaannya berasal dari masyarakat. Kepercayaan 

yang diberikan masyarakat ke pemerintah harus diimbangi dengan kinerja yang baik. 

Sebagai salah satu bagian dari organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut 

agar memiliki kinerja yang baik serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Penilaian dari kinerja ini menjadi sorotan dari berbagai pihak dan terlebih lagi adanya 

otonomi daerah di Indonesia yang memberikan kewenangan kepada pemerintah 

daerah untuk mengurus dan mengatur urusan yang ada di daerahnya (Damastu, 

2017). 

Wilson (2012) menyatakan bahwa kinerja merupakan kuantitas dan kualitas 

pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. Pada sektor 

pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh 

pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat dalam suatu periode. Kinerja pemerintah daerah merupakan keseluruhan 

pencapaian hasil yang telah diraih dan dicapai oleh pemerintah daerah dalam 

keseluruhan kegiatan yang dilakukan dalam suatu periode tertentu. Kinerja 
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pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkatan sejauh mana pemerintah dapat 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya (Fadel, 2009). 

Ukuran keberhasilan suatu organisasi dapat dilihat salah satunya yaitu dari 

kinerja manajerialnya hal ini dikarenakan manajer merupakan individu yang paling 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi dalam rangka 

pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (Nengsy, 2013). Kinerja manajerial 

merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan manajerial, seperti: 

perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, pengaturan staf, 

negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 2013). Manajer adalah orang yang membuat 

suatu keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur aktivitas orang-orang 

yang menjadi bawahannya. Kinerja manajer ini membantu organisasi untuk mencapai 

sebuah kinerja organisasi yang baik dengan segala arah dan tindakan yang dilakukan 

oleh manajer (Ilah, 2016).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja manajerial salah satunya adalah 

kejelasan sasaran anggaran. Nadirsyah (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran 

anggaran merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas 

dan spesifik  agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung 

jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran 

pemerintah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka 

yang bertanggung jawab melaksanakannya. Hal ini akan mendorong karyawan atau 

staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dihendaki sehingga 
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berimplikasi pada peningkatan kinerja. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu 

pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui 

sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait 

dengan motivasi yang tinggi untuk membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan (Mulyadi, 2014). Temuan tersebut didukung oleh penelitian manajerial 

yaitu oleh Hanang (2016), Lusiana (2016), dan Febian (2016) yang menemukan 

adanya pengaruh positif kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial. 

Hasil berbeda ditemukan Nofisa (2014) yang menemukan bahwa kejelasan sasaran 

anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja manajerial adalah akuntansi 

pertanggungjawaban. Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang 

dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan 

biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang 

bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut (Bambang, 2013). Menurut Simamora 

(2011) akuntansi pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntansi khusus yang 

dipakai untuk mengevaluasi kinerja keuangan segmen bisnis. Pada intinya, akuntansi 

pertanggungjawaban mensyaratkan setiap manajer untuk berpartisipasi dalam 

penyusunan rencana-rencana finansial segmennya dan menyediakan laporan kinerja 

tepat waktu yang membandingkan hasil akrual dengan yang direncanakan. Antara 

akuntansi pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial terdapat hubungan yang 

erat karena bila akuntansi pertanggungjawaban dijalankan dengan baik dan lengkap, 
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maka akan mempermudah dalam menilai kinerja manajerial (Hilarius, 2014). 

Penelitian sebelumnya yang menyatakan akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial yaitu Linda (2010), Hilarius (2014) dan  Dwisty (2017). 

Hasil berbeda ditemukan Nofisa (2014) yang menemukan bahwa akuntansi 

pertanggungjawaban tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial. 

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja manajerial yaitu latar belakang 

pendidikan. Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi 

yang telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM yang memiliki 

latar belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat prestasinya pada seleksi 

tentang bidang yang dikuasainya. Dengan kata lain hasil seleksi dapat memperkuat 

dan meyakinkan manajer SDM untuk menempatkan orang yang bersangkutan pada 

tempat yang tepat. Di samping itu, latar belakang pendidikan dengan prestasi 

akademis yang diraihnya dapat menjadi acuan pemberian beban kerja dan 

tanggungjawab dalam melaksanakan pekerjaan (Tresna, 2015). 

Upaya meningkatkan kinerja maka dibutuhkan karyawan yang memiliki 

pendidikan dan pengalaman kerja. Pendidikan memiliki pengaruh terhadap kinerja, 

tinggi rendahnya tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kinerja. Agar kinerja 

baik maka diperlukan tenaga kerja yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai 

yang sesuai dengan bidang pekerjaannya (Setiawan, 2015). Penelitian sebelumnya 

yang menyatakan latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial 

yaitu Setiawan (2015), Tresna (2015), dan Teguh (2019).  Namun tidak didukung 
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oleh hasil penelitian Lestari (2016).  

  Fenomena di lapangan yang terkait dengan kinerja manajerial adalah 

kurangnya tenaga yang terampil dan ahli dibidangnya pegawai yang ditempatkan 

pada bagian anggaran adalah yang  memiliki latar belakang pendidikan yang tidak 

sesuai dengan bidang kerjanya, hal ini menghambat kinerja karena mereka bekerja 

berdasarkan pengalaman namun tidak berdasarkan latar belakang pendidikannya. 

Survei awal melalui wawancara yang dilakukan terhadap 10 orang pegawai bagian 

pengelola anggaran di kementerian perindustrian padang pada bulan Februari 2019 

ditemukan permasalah 8 orang pegawai kurang memahami mengenai perencanaan, 

investigasi, koordinasi dan evaluasi dalam penyusunan anggaran, 4 orang terkadang  

tidak mengerti tujuan anggaran, 5 orang dalam penyusunan anggaran belum 

memahami  kejelasan dari sasaran anggaran, dan 7 orang pegawai memiliki latar 

belakang pendidikan yang bukan dari jurusan akuntansi.   

Penelitian tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kinerja manajerial 

karena terdapat fenomena yang terjadi di Kementerian Perindustrian Padang 

mengenai masih rendahnya pemahaman mengenai perencanaan, investigasi, 

koordinasi, evaluasi dalam peyusunan anggaran, tujuan anggaran dan masih terdapat 

ketidakkonsistenan hasil dengan penelitian sebelumya mengenai pengaruh kejelasan 

sasaran anggaran, akuntansi pertanggungjawaban dan latar belakang pendidikan 

terhadap kinerja manajerial. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntansi 

Pertanggungjawaban dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja Manajerial di 

Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Padang”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari batasan masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah :  

1. Sejauh mana kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap kinerja manajeial 

di Satuan Kerja Kementerian  Perindustrian Padang. 

2. Sejauh mana akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap kinerja 

manajerial  di Satuan Kerja Kementerian  Perindustrian Padang. 

3. Sejauh mana latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap kinerja manajerial  

di Satuan Kerja Kementerian  Perindustrian Padang 

1.3  Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial di Satuan Kerja Kementerian  Perindustrian Padang. 

2. Untuk mengetahui apakah akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh 

terhadap kinerja manajerial di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian 

Padang. 
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3. Untuk mengetahui apakah latar belakang pendidikan  berpengaruh terhadap 

kinerja manajerial di Satuan Kerja Kementerian  Perindustrian Padang 

 

1.4   Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka manfaat 

penelitian ini adalah: 

1. Penulis  

Hasil penelitian mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

permasalahan yang akan di teliti, sehingga dapat mengetahui pengelolaan 

anggaran yang benar pada sebuah lembaga atau instansi. 

2. Instansi atau lembaga 

Penelitian ini dapat memberikan masukan dan pertimbangan bagi Satuan 

Kinerja Kementerian Perindustrian dalam mengetahui apakah kejelasan 

sasaran anggarannya  sudah tepat. 

3. Akademis  

Penelitian ini akan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan khususnya di Universitas Negeri Padang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Grand Theory 

2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory) 

 Teori yang mendasari penulisan ini adalah teori agensi. Menurut Ujiyantho 

(2007), menyatakan bahwa hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara 

manajer atau pemerintah (agent) dengan investor atau rakyat (principal). Konflik 

kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena agen tidak selalu berbuat sesuai 

dengan kepentingan principal. Menurut Hendriksen (2005) dapat digambarkan bahwa 

hubungan rakyat dengan pemerintah dapat dikatakan sebagai hubungan keagenan, 

yaitu hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan oleh rakyat 

(sebagai principal) yang menggunakan pemerintah (sebagai agent) untuk 

menyediakan jasa yang menjadi kepentingan rakyat. Untuk mengawasi perilaku 

pemerintah serta menyelaraskan tujuan rakyat dan pemerintah, rakyat mewajibkan 

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya yang 

dipercayakan kepada pemerintah melalui mekanisme pelaporan keuangan secara 

periodik. Melalui laporan keuangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah, 

rakyat melalui legislatif dapat mengukur, menilai sekaligus mengawasi kinerja 

pemerintah, sejauh mana pemerintah telah bertindak untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 
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2.2 Kinerja Manajerial 

2.2.1  Pengertian Kinerja Manajerial  

Wilson (2012) menyatakan bahwa kinerja (performance) merupakan kuantitas 

dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok atau organisasi. 

Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai 

oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan 

kepada masyarakat dalam suatu periode. Ukuran keberhasilan suatu organisasi dapat 

dilihat salah satunya yaitu dari kinerja manajerialnya hal ini dikarenakan manajer 

merupakan individu yang paling bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan 

organisasi dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan (Nengsy, 2013). 

Kinerja manajerial merupakan kinerja para individu dalam kegiatan-kegiatan 

manajerial, seperti: perencanaan, investigasi, koordinasi, evaluasi, pengawasan, 

pengaturan staf, negosiasi dan perwakilan (Mahoney, 2013). Kinerja sebagai hasil 

kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekolompok orang dalam suatu 

organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum 

dan sesuai dengan moral dan etika (Prawirosentono, 2013).  

Berdasarkan defenisi di atas dapat disimpulkan kinerja merupakan sebuah 

indikator dalam mengukur kualitas dan kuantitas kerja seseorang. Pada sektor 

pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh 
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pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada 

masyarakat dalam suatu periode.  

2.2.2 Penilaian Kinerja Manajerial 

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasional 

suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar dan 

kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Perlu diingat bahwa penilaian kinerja adalah 

untuk memotivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi 

pemerintah, pengukuran kinerja pimpinan dilakukan untuk menilai seberapa baik 

melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode 

tertentu (Indriantoro, 2011). 

Pengukuran kinerja pimpinan merupakan wujud dari pertanggungjawaban 

baik secara vertical accountability yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasan 

dan sebagai bahan pertanggungjawaban secara horizontal pemerintah kepada 

masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.  Mahoney (2013) menyebutkan 

bahwa ada lima manfaat pengukuran atau penilaian kinerja suatu entitas 

pemerintahan yaitu:  

1. Peningkatan kinerja meningkatkan mutu pengambilan keputusan.  

Seringkali keputusan yang diambil pemerintah dilakukan dalam keterbatasan 

data dan berbagai pertimbangan politik serta tekanan dari pihak-pihak yang 

berkepentingan. Proses pengembangan pengukuran kinerja ini akan 

memungkinkan pemerintah untuk menentukan misi dan menetapkan tujuan 
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pencapaian hasil tertentu. Metode pengukuran kinerja untuk melihat 

kesuksesan program yang ada. Pengukuran kinerja juga membuat pihak 

legislatif dapat memfokuskan perhatian pada hasil yang didapat, memberikan 

evaluasi yang benar tehadap pelaksanaan anggaran serta melakukan diskusi 

mengenai usulan-usulan program baru. 

2. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas internal.  

Dengan adanya pengukuran kinerja ini, secara otomatis akan tercipta 

akuntabilitas di seluruh lini pemerintahan dari lini terbawah sampai teratas. 

Lini teratas pun kemudian akan bertanggungjawab kepada pihak legislatif. 

Dalam hal ini disarankan pemakaian sistem pengukuran standar seperti halnya 

management by objectives untuk pengukuran outputs dan outcomes. 

3. Pengukuran kinerja meningkatkan akuntabilitas publik.  

Meskipun bagi sebagian pihak, pelaporan evaluasi kinerja pemerintah kepada 

masyarakat dirasakan cukup menakutkan, namun publikasi laporan ini sangat 

penting dalam keberhasilan sistem pengukuran kinerja yang baik. Keterlibatan 

masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pemerintah menjadi semakin 

besar dan kualitas hasil suatu program juga semakin diperhatikan. 

4. Pengukuran kinerja mendukung perencanaan strategi dan penetapan tujuan. 

Proses perencanaan strategi dan tujuan akan kurang berarti tanpa adanya 

kemampuan untuk mengukur kinerja dan kemajuan suatu program. Tanpa 
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ukuran-ukuran ini, kesuksesan suatu program juga tidak pernah akan dinilai 

dengan objektif. 

5. Pengukuran kinerja memungkinkan suatu entitas untuk menentukan 

penggunaan sumber daya secara efektif.  

Masyarakat semakin kritis untuk menilai program-program pokok pemerintah 

sehubungan dengan meningkatnya pajak yang dikenakan kepada mereka. 

Evaluasi yang dilakukan cenderung mengarah kepada penilaian apakah 

pemerintah memang dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada 

masyarakat. Dalam hal ini pemerintah juga mempunyai kesempatan untuk 

menyerahkan sebagian pelayanan publik kepada sektor swasta dengan tetap 

bertujuan untuk memberikan pelayanan. 

2.2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Manajerial 

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja manajerial antara lain 

(Abdul, 2011) : 

1. Faktor Pribadi (keahlian, pendidikan, kepercayaan diri, motivasi dan 

komitmen). 

2. Faktor Kepemimpinan (kualitas keberanian atau semangat, pedoman 

pemberian semangat pada manajer dan pemimpin kelompok organisasi). 

3. Faktor Tim atau kelompok (sistem pekerjaan, kejelasan sasaran anggaran, 

akuntansi pertanggungjawaban dan fasilitas yang disediakan oleh 

organisasi). 



25 
 

 

4. Faktor Situasional (perubahan dan tekanan dari lingkungan internal dan 

eksternal). 

2.2.4 Indikator Kinerja Manajerial  

Menurut Mahoney (2013), mengukur kinerja manajerial dengan melihat dari 

indikator : 

1. Perencanaan, yaitu tindakan yang dibuat berdasarkan fakta dan asumsi 

yang akan datang guna mencapai tujuan yang diinginkan. 

2. Investigasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengumpulkan dan 

mempersiapkan informasi dalam bentuk laporan catatan dan analisa 

pekerjaan untuk dapat mengukur hasil pelaksanaannya. 

3. Koordinasi, menyelaraskan tindakan yang meliputi pertukaran informasi 

dengan orang-orang dalam unit organisasi lainnya, guna dapat 

berhubungan dan menyesuaikan program yang akan dijalankan. 

4. Evaluasi, yaitu penilaian atas usulan atau kinerja yang diamati dan 

dilaporkan. 

5. Supervisi, yaitu mengarahkan, memimpin dan mengembangkan potensi 

bawahan serta melatih dan menjelaskan aturan-aturan kerja kepada 

bawahan. 

6. Staffing, yaitu memelihara dan mempertahankan bawahan dalam suatu 

unit kerja, menyeleksi pekerjaan baru menempatkan dan mempromosikan 

pekerjaan tersebut dalam unit lainnya. 
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7. Negosiasi, yaitu usaha untuk memperoleh kesepakatan dalam hal 

pembelian, penjualan atau kontrak untuk barang-barang dan jasa. 

8. Representasi, yaitu menyampaikan informasi tentang visi, misi dan 

kegiatan-kegiatan organisasi dengan menghadiri pertemuan kelompok 

bisnis dan konsultasi dengan perusahaan-perusahaan lain. 

 

2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran 

2.3.1 Pengertian Kejelasan Sasaran Anggaran 

Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen 

dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif, informasi yang dapat diperoleh 

dari anggaran diantaranya jumlah produk dan harga jual untuk tahun depan (Parulin, 

2017). Menurut Halim (2013) bahwa anggaran yaitu rencana kegiatan yang 

diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran  yang  diperkirakan  

untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran 

tersebut. Anggaran (budget) adalah ekspresi kuantitatif suatu rencana yang 

dinyatakan dalam satuan fisik atau kekurangan atau keduanya (Bambang, 2013).  

Anggaran merupakan suatu perencanaan atau estimasi kinerja yang akan 

dicapai dalam jangka pendek yang merupakan penjabaran dari tujuan organisasi 

dengan mengalokasikan sejumlah sumber daya organisasi yang dimiliki untuk 

memenuhi kebutuhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi. Dari pengertian di 

atas, maka dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu rencana manajemen 

secara tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi dan pada umumnya dinyatakan 
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dalam satuan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu demi tecapainya tujuan 

yang telah ditetapkan (Damastu, 2017). 

Nadirsyah (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan 

gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan 

tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung jawab 

atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran 

pemerintah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka 

yang bertanggung jawab melaksanakannya. Hal ini akan mendorong karyawan atau 

staf untuk melakukan yang terbaik bagi pencapaian tujuan yang dihendaki sehingga 

berimplikasi pada peningkatan kinerja (Mulyadi, 2014). 

Bambang (2013) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan 

pencapaian sasaran anggaran tersebut yang telah ditetapkan oleh instansi sebelumnya. 

Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk  menyusun anggaran 

sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah. Bulan (2011) 

menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi 

mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam 

tahun anggaran tertentu. 

 Berdasarkan defisini di atas dapat disimpulkan kejelasan sasaran anggaran 

akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan 

mengetahui sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Keterlibatan individu 

akan memahami sasaran yang akan dicapai oleh anggaran tersebut. Serta bagaimana 
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akan  mencapainya dengan menggunakan sumber yang ada, selanjutnya target-target 

anggaran yang disusun akan sesuai dengan yang akan dicapai. Kejelasan  sasaran 

anggaran juga merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan 

spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang 

bertanggungjawab atas pencapaian sasaran tersebut.  

2.3.2 Karakteristik Kejelasan Sasaran Anggaran 

 Karakteristik anggaran adalah kejelasan sasaran anggaran. Adanya sasaran 

anggaran yang jelas akan memudahkan individu untuk menyusun target-target 

anggarannya. Selanjutnya, target-target anggaran yang disusun akan sesuai dengan 

anggaran yang ingin dicapai organisasi. Mulyadi (2014) bahwa dalam menentukan 

sasaran anggaran mempunyai karakteristik utama yaitu: 

a. Sasaran harus spesifik bukannya samar-samar. 

b. Sasaran harus menantang namun dapat dicapai. 

Adanya sasaran anggaran yang jelas, maka akan mempermudah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi 

dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan 

pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal 

ini menyebabkan kondisi lingkungan yang tidak pasti. 
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2.3.3  Keuntungan  Kejelasan Sasaran Anggaran  

Bedric (2013) menyatakan  bahwa  keuntungan kejelasan sasaran anggaran 

adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatnya produktivitas dan perbaikan kualitas kerja. Kejelasan sasaran 

anggaran akan memberikan motivasi untuk meningkatkan produktivitas kerja. 

2. Membantu menjelaskan apa-apa yang diharapkan. Sasaran anggaran yang 

jelas akan memberikan gambaran yang akan dicapai. 

3. Menghilangkan kejenuhan. 

4. Meningkatkan kepuasan terhadap hasil kerja yang dicapai. 

5. Mempengaruhi tingkat persaingan pekerja secara spontan yang mana lebih 

lanjut akan meningkatkan kinerja mereka. Setiap pekerja akan termotivasi 

untuk bersaing secara sportif untuk bekerja sebab mereka dapat memahami 

arah perusahaan dengan mengetahui sasaran yang jelas. 

6. Meningkatkan rasa kepercayaan diri dan rasa bangga jika sasaran tercapai dan 

akan menerima tantangan lebih lanjut. 

7. Membangkitkan rasa mampu dalam bekerja sehingga akan meningkatkan 

kinerja. Sasaran yang jelas akan mampu membangkitkan motivasi kerja yang 

pada gilirannya akan meningkatkan kinerja para pekerja. 
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2.3.4  Indikator Kejelasan Sasaran Anggaran 

 Samuel (2014), menyatakan bahwa dalam pengukuran kejelasan sasaran 

anggaran ada enam indikator yang diperlukan: 

1. Tujuan, membuat secara terperinci umum tugas-tugas yang harus 

dikerjakan. 

2. Kinerja, menyatakan kinerja dalam bentuk pernyataan yang dapat diukur. 

3. Standar, menetapkan standar atau  target yang dicapai. 

4. Jangka waktu, menetapkan jangka waktu yang dibutuhkan untuk 

pengerjaan. 

5. Sasaran prioritas, menetapkan sasaran berdasarkan tingkat kesulitan dan 

pentingnya. 

6. Koordinasi, menetapkan kebutuhan koordinasi. 

Rusdianto (2013) indikator yang digunakan dalam mengukur kejelasan 

sasaran anggaran adalah: 

1. Jelas, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan secara 

jelas serta tidak bermakna ganda (ambigu).  

2. Spesifik, artinya sasaran anggaran yang ingin dicapai harus diuraikan 

secara spesifik dan detail, agar tidak menimbulkan interpretasi yang 

bermacam-macam.  

3. Mengerti, artinya sasaran  anggaran yang ingin dicapai mudah dimengerti 

serta menjadi prioritas utama. 
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2.4      Akuntansi Pertanggungjawaban 

2.4.1    Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban 

Akuntansi pertanggungjawaban (responsibility accounting) adalah sistem 

akuntansi yang dirancang sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan 

pendapatan dan  biaya yang timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer 

yang bertanggung jawab terhadap aktivitas tersebut (Bambang, 2013).  

Simamora (2011) menyatakan bahwa akuntansi pertanggungjawaban 

merupakan bentuk akuntansi khusus yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja 

keuangan segmen bisnis. Menurut Anthony (2014) Akuntansi pertanggungjawaban 

bagian dari sistem pengontrolan accounting yang merupakan salah-satu faktor yang 

mendukung implementasi strategi, sedangkan strategi itu sendiri merupakan rencana 

pencapaian tujuan organisasi. Adapun pengertian akuntansi pertanggungjawaban 

yang dikemukakan oleh Hariadi (2012) Suatu sistem yang mengukur prestasi dari 

masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan informasi yang disampaikan 

dalam menjalankan pusat-pusat pertanggungjawaban. 

Akuntansi pertanggungjawaban mensyaratkan setiap manajer untuk 

berpartisipasi dalam penyusunan rencana-rencana finansial segmennya dan 

menyediakan laporan kinerja tepat waktu yang membandingkan hasil aktual dengan 

yang direncanakan. Akuntansi pertanggungjawaban melibatkan suatu arus 

berkesinambungan informasi yang berkaitan dengan arus berkelanjutan dari 
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masukan-masukan kedalam, dan keluaran-keluaran dari suatu pusat 

pertanggungjawaban perusahaan Hariadi (2012).  

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan akuntansi 

pertanggungjawaban yaitu bagaimana seorang pegawai bisa bertanggung jawab atas 

pekerjaan yang dilakukannya. Akuntansi pertanggungjawaban juga merupakan sistem  

yang mengukur prestasi dari masing-masing pusat pertanggungjawaban berdasarkan 

informasi yang disampaikan dalam menjalankan pusat-pusat pertanggungjawaban. 

2.4.2 Karakteristik Laporan Pertanggungjawaban 

Bambang (2013) menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, 

laporan pertanggungjawaban harus memiliki karakteristik berikut ini : 

1. Laporan harus sesuai dengan struktur organisasi. Laporan ditujukan 

terutama kepada individu yang bertanggug jawab untuk mengendalikan 

aktivitas yang dicakup dalam laporan. 

2. Laporan harus konsisten bentuk dan isinya setiap diterbitkan. Perubahan 

hanya dilakukan untuk alasan yang baik dan disertai penjelasan kepada 

pemakainya. Seringnya terjadi perubahan pada laporan akan 

membingungkan pemakai. Selain itu, perbandingan antar periode menjadi 

sulit dilakukan. 

3. Laporan harus tepat waktu. Laporan harus disediakan untuk manajer pusat 

pertanggungjawaban secepat mungkin, di lain pihak, pembuatan laporan 

yang terlalu sering menimbulkan pemborosan. Oleh karena itu, perlu uji 
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kelayakan dengan cara membandingkan biaya pelaporan pada berbagai 

interval dengan perkiraan biaya. 

4. Laporan harus diterbitkan secara teratur. Keteraturan pelaporan 

meningkatkan kegunaannya. Manajer harus tahu kapan laporan akan 

disusun dan tersedia sehingga mereka dapat merencanakan dan 

mengendalikan aktivitasnya secara efektif. 

5. Laporan harus mudah dipahami. Istilah akuntansi harus dijelaskan atau 

dimodifikasi agar mudah dipahami oleh pengguna. Untuk mengalokasikan 

biaya dan menganalisis penyimpangan, manajemen harus memiliki 

pengetahuan mengenai unsur yang akan dibebankan serta metode yang 

digunakan untuk menghitung tarif overhead. 

6. Laporan memuat perincian yang memadai, tetapi tidak berlebihan. Jumlah 

dan jenis perincian tergantung pada tingkat manajemen yang menerima 

laporan. Laporan untuk manajer puncak tidak boleh terlalu banyak 

perincian yang tidak siap digunakan untuk mengevaluasi hasil secara 

keseluruhan. Sebaiknya laporan untuk manajer operasional harus 

memberikan perincian yang memadai agar memudahkan mereka dalam 

megidentifikasi inefisiensinya. 

7. Laporan harus menyajikan data perbandingan (membandingkan anggaran 

atau standar yang sudah ditentukan dengan hasil sesungguhnya). 

Penyimpangan yang signifikan harus ditonjolkan sehingga manajer pusat 
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pertanggungjawaban dapat mengidentifikasi masalah tersebut dengan 

cepat. 

8. Laporan harus analitis. Akuntan harus memahami sifat aktivitas bisnis 

setiap unit organisasi agar dapat menyajikan informasi yang bermanfaat 

bagi setiap manajer yang bertanggung jawab. Analisis terhadap dokumen 

sumber, kartu jam kerja, bukti sisa bahan, order kerja, dan permintaan 

bahan dapat memberi informasi terkait dengan penyebab kinerja yang 

buruk. 

9. Laporan untuk manajer operasi harus menyajikan informasi mengenai unit 

fisik sekaligus jumlah rupiahnya. Apabila terjadi perubahan harga, 

manajer akan kesulitan melakukan perbandingan antar waktu jika 

menggunakan ukuran keuangan saja. 

2.4.3 Indikator Akuntansi pertanggungjawaban 

Menurut Mulyadi (2014) indikator akuntansi pertanggungjawaban adalah : 

1. Pemahaman terhadap peranan akuntansi pertanggungjawaban.  

2. Informasi akuntansi pertanggungjawaban.  

3. Menetapkan suatu standar pengukuran.  

4. Pemahaman umum terhadap pusat pendapatan, biaya, laba, dan investasi. 

2.5 Latar Belakang Pendidikan  

 Latar belakang pendidikan mempunyai kaitan erat dengan hasil seleksi yang 

telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM yang memiliki latar 
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belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat prestasinya pada seleksi tentang 

bidang yang dikuasainya. Dengan kata lain hasil seleksi dapat memperkuat dan 

meyakinkan manajer SDM untuk menempatkan orang yang bersangkutan pada 

tempat yang tepat. Latar belakang pendidikan dengan prestasi akademis yang 

diraihnya dapat menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaan (Tresna, 2015). 

Berdasarkan defenisi di atas maka pendidikan merupakan prestasi akademik 

yang telah dicapai oleh tenaga kerja selama mengikuti jenjang pendidikan harus 

mendapatkan pertimbangan dalam penempatan, dimana tenaga kerja seharusnya 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengembangkan wewenang dan tanggung 

jawab. Prestasi akademis yang menjadi pertimbangan bukan saja prestasi pada 

jenjang pendidikan terakhir, tetapi lebih dari itu dengan melihat perkembangan 

prestasi akademis sebelumnya. 

Latar belakang pendidikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu kesesuaian antara 

bidang ilmu yang ditempuh dengan bidang tugas dan jenjang pendidikan (Tresna, 

2015) : 

1) Jenjang Pendidikan  

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan 

berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai 
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dan kemampuan yang dikembangkan dalam jenjang pendidikan formal terdiri 

dari:  

a. Pendidikan dasar yaitu jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun 

pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah.  

b. Pendidikan atas, yaitu jenjang pendidikan lanjutan pendidikan menengah.  

c. Pendidikan tinggi yaitu jenjang pendidikan setelah pendidikan atas yang 

mencakup program sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang 

diselenggarakan oleh perguruan tinggi.  

2) Spesifikasi atau Jurusan Keilmuan  

Kesesuaian jurusan adalah sebelum karyawan direkrut terlebih dahulu 

perusahaan menganalisis kesesuaian jurusan pendidikan karyawan tersebut 

agar nantinya dapat ditempatkan pada posisi jabatan yang sesuai dengan 

kualifikasi pendidikannya tersebut. Dengan demikian karyawan dapat 

memberikan kinerja yang baik bagi perusahaan. 

      Moeheriono (2014) menyebutkan bahwa  Indikator dari pendidikan adalah: 

a. Kedudukan pegawai  adalah menunjukkan jabatan dari pegawai. 

b. Kualitas kerja adalah mutu kerja yang dihasilkan oleh pegawai. 

c. Peningkatan keahlian adalah menunjukkan kemajuan keahlian. 

d. Manfaat bagi pegawai  adalah keuntungan yang diperoleh pegawai.  

e. Kecakapan  adalah tindakan bijaksana dalam pekerjaan. 
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f. Keselarasan adalah dimana tingkat pendidikan sesuai dengan pekerjaan. 

g. Semangat kerja adalah keinginan kerja yang tinggi yang ditunjukkan.  

h. Disiplin kerja adalah ketepatan dan keakuratan dalam bekerja. 

i. Kemampuan pegawai  adalah daya upaya untuk melakukan pekerjaan. 

j. Kemampuan sesuai pendidikan adalah upaya yang sesuai pendidikan. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian relevan yang mendukung penelitian ini ada beberapa penelitian 

terdahulu, lebih lanjut dapat disajikan sebagai berikut : 

 

Tabel 2.1 

Rangkuman Penelitian Terdahulu 

 

No Nama peneliti 

dan tahun 

Nama dan Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1. Linda 2010) Pengaruh Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban Terhadap 

Kinerja Manajerial Dengan 

Motivasi Sebagai Variabel 

Intervening (Survei Pada PT 

Taman Wisata Candi 

Borobudur, Prambanan,Dan 

Ratu Boko).  

Hasil penelitian menunjukkan   

ada Pengaruh Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban Terhadap 

Kinerja Manajerial Dengan 

Motivasi Sebagai Variabel 

Intervening (Survei Pada PT 

Taman Wisata Candi 

Borobudur, Prambanan,Dan 

Ratu Boko)  

2. Hilarius (2014) Pengaruh Penerapan Akuntansi 

Pertanggungjawaban Terhadap 

Kinerja Manajerial Pada Hotel 

Berbintang Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Jurnal.  

Hasil penelitian menunjukkan   

ada Pengaruh Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban Terhadap 

Kinerja Manajerial Pada Hotel 

Berbintang Di Daerah 
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Istimewa Yogyakarta 

3. Nofisa (2014) Pengaruh Akuntabilitas Publik, 

Partisipasi Penyusunan 

Anggaran Dan Kejelasan 

Sasaran Anggaran Terhadap 

Kinerja Manajerial SKPD 

(Studi Empiris pada Satuan 

Kerja Perangkat Daerah di 

Kabupaten Sijunjung) 

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa: (1) Akuntabilitas 

publik tidak berpengaruh  

signifikan positif terhadap  

kinerja manajerial SKPD.  

(2) Partisipasi penyusunan 

anggaran berpengaruh 

signifikan positif terhadap  

kinerja manajerial SKPD. (3) 

Kejelasan sasaran anggaran 

tidak berpengaruh signifikan 

positif terhadap kinerja  

manajerial SKPD 

 

5. Lusiana (2016)  Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Kinerja Manajerial 

Dan Pelaporan/ 

Pertanggungjawaban Anggaran 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah Daerah 

Kabupaten Enrekang.   

 Hasil penelitian menunjukkan 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Kinerja Manajerial 

Dan 

Pelaporan/Pertanggungjawaban 

Anggaran Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Enrekang baik secara parsial  

maupun simultan 

6. Hanang (2016)  Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran Dan Evaluasi 

Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan Sistem 

Pengendalian Internal.  

Hasil penelitian menunjukkan  

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran Dan Evaluasi 

Anggaran Terhadap Kinerja 

Manajerial Dengan Sistem 

Pengendalian Internal baik 

secara parsial  maupun 

simultan 

7. Febian (2016) Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Kualitas 

Sumberdaya Manusia dan 

Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Pengelolaan 

Hasil penelitian menunjukkan  

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Kualitas 

Sumberdaya Manusia dan 

Komitmen Organisasi 
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Keuangan Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah 

Cirebon.  

Terhadap Kinerja Pengelolaan 

Keuangan Daerah Di 

Lingkungan Pemerintah 

Cirebon baik secara parsial  

maupun simultan 

8. Lestari (2016). Pengaruh Latar Belakang 

Pendidikan dan Pengalaman 

Kerja Terhadap Peningkatan 

Kinerja Karyawan Pada BNI 

Syariah Cabang Cirebon 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan secara parsial 

diperoleh hasil variabel  

latar belakang pendidikan 

(X1)  thitung sebesar -0,206, 

variabel Hal ini menunjukan 

bahwa t hitung lebih kecil 

dari t tabel 1, 66864 artinya 

secara parsial tidak  

terdapat pengaruh positif 

signifikan antara latar belakang 

pendidikan terhadap 

peningkatan kinerja 

9. Rona (2017) Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Akuntabilitas 

Publik, Dan Sistem Pelaporan 

Terhadap Kinerja Manajerial 

(Studi Empiris Pada SKPD 

Kabupaten Rokan Hulu) 

 Hasil penelitian menunjukkan  

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Akuntabilitas 

Publik, Dan Sistem Pelaporan 

Terhadap Kinerja Manajerial 

baik secara parsial  maupun 

simultan 

10. Afilu (2017) Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Pengendalian 

Akuntansi,Sistem Pelaporan 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

SKPD di Merauke. ISBN: 978-

979-3649-81-8 

Hasil penelitian menunjukkan 

Pengaruh Kejelasan Sasaran 

Anggaran, Pengendalian 

Akuntansi,Sistem Pelaporan 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja 

SKPD di Merauke baik secara 

parsial  maupun simultan 

11. Dwisty (2017)  Pengaruh Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban Dan 

Pengendalian Biaya Terhadap 

Kinerja Manajerial (Studipada 

PT. INTI (Persero) 

Bandungdan PT. 

Hasil penelitian menunjukkan   

ada Pengaruh Penerapan 

Akuntansi 

Pertanggungjawaban Dan 

Pengendalian Biaya Terhadap 

Kinerja Manajerial 
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Telekomunikasi Indonesia, 

Tbk Bandung). Jurnal. Vol 15 

no 7. ISSN 8224.3811 

12. Muhammad 

(2019) 

 Pengaruh Latar Belakang 

Pendidikan, Pengalaman, 

Pelatihan Dan Hubungan Antar 

Karyawan Terhadap Kinerja 

Mantri Pada Pt Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk 

Cabang Samudera Banjarmasin 

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa (1) 

variabel latar belakang 

pendidikan, pengalaman, 

pelatihan, dan hubungan 

antar karyawan berpengaruh 

secara simultan terhadap 

kinerja mantri pada PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) 

Tbk, Cabang Samudera 

Banjarmasin.  
 

 

2.7   Hipotesis Penelitian 

2.7.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial  

Menurut Nadirsyah (2012) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran 

merupakan gambaran sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan 

spesifik  agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh pegawai yang bertanggung 

jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sasaran anggaran pemerintah 

daerah harus dinyatakan secara jelas, spesifik dan dapat dimengerti oleh mereka yang 

bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Penetapan tujuan spesifik akan lebih 

produktif. Hal ini akan mendorong karyawan atau staf untuk melakukan pencapaian 

tujuan yang dikehendaki sehingga berimplikasi pada peningkatan kinerja.  

Adapun hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dharma (2014) bahwa 

adanya pengaruh positif antara kejelasan sasaran anggaran dan sasaran anggaran yang 

spesifik dengan kinerja manajerial. Kejelasan sasaran anggaran akan membantu 

pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui 



41 
 

 

sasaran anggaran tingkat kinerja dapat tercapai. Pencapaian kinerja ini akan terkait 

dengan motivasi yang tinggi untuk membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang 

diharapkan. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis pertama yang akan di uji 

adalah sebagai berikut:  

H1 : Kejelasan Sasaran Anggaran Bepengaruh Terhadap Kinerja Manajerial  

2.7.2 Pengaruh Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Kinerja Manajerial 

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang dirancang 

sedemikian baik sehingga dapat mencatat dan melaporkan pendapatan dan biaya yang 

timbul akibat pelaksanaan suatu aktivitas kepada manajer yang bertanggung jawab 

terhadap aktivitas tersebut (Bambang, 2013). Idealnya sistem akuntansi 

pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi, 

dimana secara umum sebuah perusahaan diatur menurut garis-garis 

pertanggungjawaban.  

Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa syarat untuk dapat 

menerapkan akuntansi pertanggungjawaban, antara lain: struktur organisasi, 

anggaran, penggolongan biaya, penyusunan kode rekening perusahaan, dan sistem 

pelaporan biaya (Mulyadi, 2014). Dengan adanya hubungan antara akuntansi 

pertanggungjawaban dengan prestasi kerja, maka variabel-variabel yang terkandung 

dalam akuntansi pertanggungjawaban yaitu struktur organisasi, anggaran biaya, 

penggolongan biaya, penyusunan kode rekening, dan sistem pelaporan biaya yang 
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ditetapkan dan laporan pertanggungjawaban juga mempunyai hubungan dengan 

prestasi kerja (Suwandi, 2011). 

Berdasarkan defisini di atas dapat disimpulkan antara akuntansi 

pertanggungjawaban dengan kinerja manajerial terdapat hubungan yang erat. 

Sehingga bila akuntansi pertanggungjawaban dijalankan dengan baik dan lengkap 

maka akan mempermudah dalam menilai kinerja manajerial. Hal ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Hilarius (2014) ditemukan adanya pengaruh 

penerapan akuntansi pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial. Penjelasan di 

atas dapat ditarik hipotesis dua yaitu sebagai berikut:  

H2 : Akuntansi Pertanggungjawaban Berpengaruh terhadap Kinerja 

Manajerial  

2.7.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan terhadap Kinerja  Manajerial 

Latar belakang pendidikan mempunyai hubungan yang erat dengan hasil seleksi 

yang telah dilaksanakan oleh manajer sumber daya manusia. SDM yang memiliki 

latar belakang pendidikan tertentu biasanya akan terlihat prestasinya pada seleksi 

tentang bidang yang dikuasainya. Dengan kata lain hasil seleksi dapat memperkuat 

dan meyakinkan manajer SDM untuk menempatkan orang yang bersangkutan pada 

tempat yang tepat. Latar belakang pendidikan dengan prestasi akademis yang 

diraihnya dapat menjadi acuan pemberian beban kerja dan tanggung jawab dalam 

melaksanakan pekerjaan (Tresna, 2015).  



43 
 

 

 Prestasi akademik yang telah dicapai oleh tenaga kerja selama mengikuti 

jenjang pendidikan harus mendapatkan pertimbangan dalam penempatan, dimana 

tenaga kerja seharusnya melaksanakan tugas dan pekerjaan serta mengembangkan 

wewenang dan tanggung jawab. Prestasi akademis yang menjadi pertimbangan bukan 

saja prestasi pada jenjang pendidikan terakhir, tetapi lebih dari itu dengan melihat 

perkembangan prestasi akademis sebelumnya. Latar belakang pendidikan dengan 

prestasi akademis yang diraihnya dapat menjadi acuan pemberian beban kerja dan 

tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan (Tresna, 2015). Berdasarkan 

pernyataan tersebut, maka hipotesis tiga yaitu sebagai berikut: 

H3 : Latar Belakang Pendidikan  Berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial  

2.8 Kerangka Konseptual  

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka kerangka Konseptual penelitian ini 

yaitu sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

Kejelasan Sasaran 

Anggaran  

Kinerja Manajerial  
Akuntansi 

Pertanggungjawaban  

Latar Belakang 

Pendidikan 
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 BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

2.3 Kesimpulan 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, 

Akuntansi Pertanggungjawaban dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap Kinerja 

Manajerial di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Padang. Berdasarkan hasil 

penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan maka hasil penelitian ini 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan positif  terhadap Kinerja 

Manajerial di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Padang.  

2. Akuntansi pertanggungjawaban berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial di 

Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Padang. 

3. Latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial di 

Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Padang.  

4. Secara bersama-sama variabel kejelasan sasaran anggaran, akuntansi 

pertanggungjawaban, dan latar belakang pendidikan terhadap Kinerja 

Manajerial di Satuan Kerja Kementerian Perindustrian Padang. 
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2.4 Saran  

 Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut: 

1. Pada aspek kejelasan sasaran anggaran sebaiknya di Satuan Kerja Kementerian 

Perindustrian Padang memberikan kejelasan sasaran anggaran agar karyawan 

dapat menjalankan anggaran yang ditetapkan tersebut. Hasil penelitian  

memperlihatkan kejelasan sasaran anggaran akan memberikan kontribusi besar, 

oleh sebab itu jika instansi ingin meningkatkan kinerja maka perlu lebih 

dijelaskan sasaran anggaran kepada pegawai pengelola keuangan.   

2. Pada aspek akuntansi pertanggungjawaban di Satuan Kerja Kementerian  

Perindustrian Padang sebaiknya ada pertanggungjawaban dari atas ke bawah 

agar bisa terlihat siapa yang harus bertanggung jawab atas anggaran yang telah 

ditetapkan. Hasil penelitian memperlihatkan akuntansi pertanggungjawaban 

akan memberikan kontribusi, oleh sebab itu jika instansi ingin meningkatkan 

kinerja maka perlu lebih dijelaskan tupoksi masing-masing. 

3. Hasil penelitian memperlihatkan latar belakang pendidikan memberikan 

kontribusi besar, oleh sebab itu jika instansi ingin meningkatkan kinerja maka 

perlu memilih pegawai yang memiliki kualitifikasi latar belakang pendidikan 

yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.  

4. Sebaiknya instansi lebih meningkatkan kinerja manajerial agar tercipta tujuan 

instansi yang jelas. Adanya kaitan kejelasan sasaran anggaran dan akuntansi 

pertanggungjawaban terhadap kinerja manajerial sebaiknya lebih memberikan 
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kejelasan sasaran anggaran kepada karyawan bagian keuangan dan adanya 

pertanggungjawaban dari masing-masing karyawan. 
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